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ABSTRACT

Normatively zakat of asset that must be payed is 5 kinds, namely: cattle, agricul-
ture, trade alms, gold and silver, and rikaz. Some contemporary scholars like Yusuf 
Qaradawi, Ali al-Salus, Muhyiddin al-Ashfar perform ijtihad of Islamic law related to 
the development of various assets must be payed a zakat. Yusuf Qaradawi, for example, 
based on the results of his ijtihad, considering the realities of modern economic activity, 
he recommended nine kinds of asset that must be payed zakat. He added 4 assets, name-
ly: honey and animal production, minerals and marine products, investment in plant, 
buildings, zakat profession, stocks and bonds. Furthermore, contemporary scholars also 
discussed the obligation of zakat institution or legal entity. Based on the ijtihad, Islamic 
Financial Institutions is obligated to pay zakat because it is a subject of law and as well 
as a profitable business entity.
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A. Pendahuluan

Zakat1 merupakan salah satu kewajiban muslim yang tidak hanya sebagai iba-
dah mahdhah pertanda hubungan harmonis secara vertikal dengan Allah SWT, 
tetapi juga sebagai kewajiban yang bersifat horizontal sesama muslim dan sesa-
ma	manusia.	Artinya	zakat	juga	merupakan	salah	satu	bentuk	filantropi	dalam	
Islam. 

Secara normatif harta yang harus dizakati ada 5 macam, yaitu zakat bina-
tang ternak, zakat pertanian, zakat perdangan, zakat emas dan perak, dan harta 
rikaz.	Seiring	dengan	perkembangan	zaman	dan	aktifitas	ekonomi	serta	berba-
gai kegiatan yang profitable, ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, Ali al-
Salus, Muhyiddin al-Ashfar melakukan ijtihad untuk pengembangan hukum 
Islam terkait macam-macam harta dan asset yang wajib dizakati. Yusuf Qarad-

1 Zakat	 secara	 garis	 besar	 ada	 dua	macam,	 yaitu	 zakat	 fitrah	 dan	 zakat	mal.	 Zakat	
fitrah	yaitu	zakat	atas	diri	seorang	muslim,	baik	mukallaf	maupun	tidak.	Kedua	zakat	maal,	
yaitu zakat atas harta yang dimiliki oleh seorang mukallaf.  Al-Quran dan al-Sunnah tidak 
selalu menggunakan kata zakat untuk menunjukkan terma harta yang harus dikeluarkan 
seseorang sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Al-Quran terkadang meng-
gunakan terma shadaqah, seperti dalam surat al-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Sementara 
terma shadaqah yang digunakan oleh al-Sunnah misalnya dalam riwayat Imam Muslim, 
dari Ibnu Abbas:
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hawi	misalnya,	berdasarkan	hasil	 ijtihadnya	dengan	melihat	realitas	aktifitas	
ekonomi modern yang semakin variatif, berpendapat bahwa harta yang wajib 
dizakati ada Sembilan macam, yaitu: zakat binatang ternak, zakat emas dan 
perak/zakat uang, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat madu, dan 
produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, 
gedung, dan sebagainya, zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan 
obligasi.2

Lebih jauh, ulama kontemporer juga mendiskusikan mengenai kewajiban 
zakat institusi atau badan hukum. Dalam hal ini Habib Ahmed menyatakan:

”There are many new items of income and wealth in contemporary times that 
determines financial status of individuals and institutions. But these latest 
items are not mentioned in the classical fiqh. Contemporary scholars have dis-
cussed same of these issues and argued that many assets and income sources of 
today need to be brought under the purview of zakah.” 3 

Zakat badan hukum menjadi salah satu poin yang menjadi tema diskusi 
dan kajian di kalangan ulama kontemporer. Dalam hal ini Habib Ahmed men-
jelaskan:

“There are diverse opinions and views on the zakat ability of some other new 
items/entities. The new items of wealth and income that have been discussed 
by contemporary scholars include stocks and shares of companies, economic 
enterprises that are either wholly or partly owned by the government, mineral 
resources, including petroleum and income from the services sector business. 
The latter type of business are normally labor intensive no or very little capi-
tal and inventory investments (like travel agencies, law firms and real estate 
agents). Another contemporary economic reality is the existence of legal enti-
ties/person or other than natural person.”4    

Salah satu ulama yang berpendapat tentang kewajiban zakat badan hukum 
atau lembaga adalah Yusuf al-Qaradhawi. Mengenai zakat perusahaan atau 
lembaga	profit	lainnya	al-Qardhawi		berpendapat	bahwa	tidak	ada	perbedaan	
pada zakat perusahaan yang bergerak pada perdagangan dan perusahaan bis-

2 Pembahasan lebih detail mengenai ketentuan zakat  Sembilan macam harta yang wa-
jib dizakati tersebut dibahas dalam kitab Fiqh Zakat Yusuf Qaradhawi hal. 167-501. Lebih 
lanjut baca Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakah, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973).

3 Habib Ahmed, Role of Zakah and Afqaf in Poverty Alleviation, (Jeddah: Islamic Develov-
ment Bank, 2004), hal. 35.

4 Habib Ahmed, Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation, (Jeddah: Islamic Develov-
ment Bank, 2004), hal. 36.
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nis selain perdagangan. Keduanya wajib mengeluarkan zakat. Dalam hal ini 
Qardhawi menyatakan:
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“Menurut Yusuf Qardhawi, membedakan perusahaan-perusahaan in-
dustri atau semi industri dengan perusahaan dagang atau semi dagang, 
di mana yang pertama dibebaskan dari zakat, sedangkan yang kedua 
tidak, ini merupakan pembedaan yang tidak berdasar pada al-Qur’an, 
hadis, ijma’ dan qiyas yang benar. Menurut Qardhawi, hal tersebut 
dapat dianalogikan pada zakat pabrik dan gedung yang dianalogi-
kan dengan zakat pertanian dan harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 
5% dari pendapatan bersih. Tidak ada landasan yang mengemukakan 
bahwa saham yang dikeluarkan dari perusahaan dagang diwajibkan 
zakat sedangkan yang dikeluarkan oleh perusahaan industri tidak wa-
jib zakat, karena kedua perusahaan tersebut sama-sama merupakan 
modal yang tumbuh dan berkembang yang memberikan keuntungan 
tahunan yang terus mengalir, bahkan bisa jadi perusahaan industri 
memperoleh keuntungan yang lebih banyak atau lebih besar.”6

Jadi zakat badan	hukum	merupakan	bagian	dari	kajian	fikih	kontemporer	
yang	belum	di	atur	bahkan	belum	disinggung	dalam	kajian	fiqih	klasik.	Oleh	
karena itu regulasi zakat lembaga atau badan hukum ini berdasarkan ijtihad 
dan regulasi ayang dibuat oleh ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi. 
Selain itu, zakat badan hukum atau perusahaan itu dilandaskan pada undang-
undang zakat yang berlaku pada suatu Negara.

5 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakah, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 
2005), I/455.

6 Diterjemahkan oleh Ririn Fauziyah dalam, Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai 
Zakat Saham dan Obligasi, dalam Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, (Malang: Unit  pe-
nelitian, penerbitan dan pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim ), Vol. 2, No. Juni 2011, hal. 166.
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Di Indonesia, zakat badan hukum atau perusahaan didasarkan pada un-
dang-undang zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berkaitan 
dengan zakat badan hukum atau perusahaan, undang-undang No. 38 Tahun 
1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2) menyebutkan:

“Harta yang dikenai zakat adalah: a) emas, perak dan uang; b) perda-
gangan dan perusahaan; c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil 
perikanan; d) hasil pertambangan; e) hasil peternakan; f) hasil penda-
patan dan jasa; g) rikaz;”7

Sementara dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 ten-
tang Pengelolaan Zakat disebutkan: 

“Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) emas, 
perak, dan logam mulia lainnya; b) uang dan surat berharga lainnya; c) 
perniagaan; d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e) peternakan 
dan perikanan: f) pertambangan; g) perindustrian; h) pendapatan dan 
jasa; dan i) rikaz.”8 

Selanjutnya pasal 3 undang-undang ini juga menyebutkan bahwa”Zakat mal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perse-
orangan atau badan usaha.”9 

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), secara 
jelas menyebutkan mengenai zakat badan hukum, pasal 675 ayat (1) dan (2) 
menyebutkan:

Yang dimaksud dengan:
1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau 

lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang ber-
hak menerimanya. 

2. Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang 
berkewajiban menunaikan zakat. 

Suatu badan hukum tidak akan lepas dari kontrol dan kekuasaan sesorang 
yang bertanggung jawab atas lembaga atau badan hukum tersebut. Artinya, 
akan selalu ada seseorang atau personal yang menjadi representasi lembaga 
tersebut. Berdasarkan pemikiran ini, maka kewajiban zakat untuk badan hu-

7 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2)
8 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2)
9 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (3)
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kum atau sebuah lembaga dapat dimengerrti dan dipahami, karena pada 
dasarnya badan hukum adalah seubyek hukum sama halnya dengan seseorang 
yang mempunyai ahliyatul wujub dan ahliyatul ada’.

Tulisan ini akan mengupas lebih dalam tentang zakat lembaga 
keuangan	syariah,	mulai	dari	definisi,	landasan	normatif,	syarat,	nisab,	ukuran	
dan haulnya. Hal ini penting untuk pertama, Sebagai upaya untuk membangun 
kesadaran berzakat di kalangan badan usaha, khususnya Lembaga Keuangan 
Syariah. Kedua, sebagai upaya sumbangan pemikiran bagi kriteria, prosedur 
dan syarat pelaksanaan zakat badan hukum, khususnya yang bergerak pada 
bidang bisnis atau dunia usaha. Kajian zakat badan hukum merupakan kajian 
kontemporer yang dipahami orang-orang tertentu, maka dengan tulisan dan 
kajian semacam ini akan dapat mennambah khazanah pemikiran dan memper-
luas pemahaman mengenai zakat lembaga atau badan hukum. Ketiga, sebagai 
usaha	pengembangan	keilmuan,	khususnya	terkait	dengan	fikih	kontemporer	
dalam bidang mu’amalah. Fikih sebagai kajian ilmu produk manusia akan sela-
lu	berkembang	seiring	dengan	perkembangan	zaman	dan	aktifitas	masyarakat.	
Terlebih	fikih	mu’amalah,	ia	diharapkan	lebih	cepat	berkembang	dengan	me-
respon berbagai perkembangan kemajuan zaman agar para muslim pelaku 
bisnis cepat menemukan solusi bagi problem hukum terkait dengan kegiatan 
mu’amalah kontemporer.

B. Badan Hukum: Definisi, Syarat dan Jenisnya
1. Definisi badan hukum

Istilah badan hukum (syakhshiah i’tibariyah hukmiyah) tidak disebutkan secara 
khusus dalam pandangan fiqh. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum 
karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum 
(tasharruf). Badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia 
dalam subjek hukum. Ketentuan menjadikan badan hukum sebagai subjek hu-
kum, tidak boleh bertentangan dengan prisip-prinsip akad yang terdapat da-
lam Al-Quran dan sunnah. Keberadaan badan hukum terkaid dengan adanya 
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penerapan akad wakalah dalam pembagian tugas (job description) darisuatu 
manajemen perusahaan. Dalam hal ini manusia bertindak sebagai wakil dari 
organ lembaga atau perusahaan tersebut. Meskipun atas nama badan hukum 
seseorang menjalankan amanah perusahaan, namun sebagai pertanggungjawa-
ban vertikal tetap dikembalikan kepada amalan individu masing-masing.10

Badan Hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan 
kerja sama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan hukum merupakan pendu-
kung hak yang tidak berjiwa (bukan manusia) dan merupakan gejala sosial 
yaitu suatu gejala yang riil, sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hu-
kum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, batu 
dan sebagainya, tetapi yang terpenting bagi pergaulan hukum adalah karena 
badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari keka-
yaan.11

Skema Pembagian Subjek Hukum12

Pertama : Manusia Sebagai Subjek Hukum (Syakhshiah Thabi’iyah)
1 Kecakapan (Ahliyah) dibedakan menjadi dua macam:

Ahliyah al-Wujub : Ahliyah al-ada :

a
Ahliyah al-Wujub an
Naqishah

a
Ahliyah al-Ada an-
Naqishah

b Ahliyah al- Wujub al-Kamilah b Ahliyah al-Ada al-Kamilah
2 Kewenangan (wilayah) dibedakan menjadi dua macam :

Kewenangan bertindak hukum untuk 
dan atas nama diri sendiri
(wilayah al-Asliyah) 

Kewenangan bertindak hukum untuk dan atas 
nama orang lain
(wilayah al-Niyabah)

Kedua: Badan Hukum (syakhshiah I’tibariyah Hukmiyah)

Syahrani sebagai dikutip oleh Bambang Purwoko membagi pengertian ba-
dan hukum dalam dua bagian sebagai berikut: pertama, badan hukum adalah 
suatu organisasi yang nyata, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan 
hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat alat 
yang ada seperti anggota sebagai pengurus dalam badan yang dimaksud; kedua, 

10 Burhanudin S, Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 7-8.
11 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum,	(Jakarta:	PT.	Sinar	Grafik,	1993),	238.
12 Burhanudin S, Hukum Bisnis..., hal. 8.
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badan hukum adalah suatu hak dan kewajiban para anggota bersama-sama de-
ngan kekayaan badan hukum sebagai kekayaan bersama semua anggota.13

2. Syarat-Syarat Badan Hukum

Untuk keikut sertaannya dalam pergaulan hukum maka suatu badan hukum 
harus mempunyai syara-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu:

1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.
2. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban 

para anggota-anggotanya.14

Berangkat dari pemaparan di atas, maka zakat badan	hukum	dapat	didefi-
nisikan sebagi zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh badan hukum atau lem-
baga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak mene-
rimanya atau mustahiq sesuai dengan syariat Islam dan hukum serta regulasi 
yang berlaku di suatu negara. Pada penelitian ini, badan hukum yang dimaksud 
adalah badan hukum yang profitable, bertujuan untuk mengembangkan harta 
dan mencari laba atau keuntungan, yaitu lembaga keuangan Syariah, seperti 
Baitul Mâl wa Tamwîl (BMT), koperasi syariah dan bank syariah.

3. Jenis-Jenis Badan Hukum

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh P.N.H. Siman-
jutak, badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan 
juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, 
kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau ba-
dan lain.15 Ada beberapa jenis dan bentuk badan hukum yaitu:

13 Bambang Purwoko, Memahami Bentuk Badan Hukum Badan Penyelenggara Jamin-
an Sosial (BPJS) sebagaimana mestinya, makalah hasil penelitian, penelitian tentang ke-
sesuaian bentuk bentuk badan hukum BPJS sebagaimana mestinya sesuai asas dan prinsip 
UU SJSN, tahun 2010, hal. 10.

14 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum,	(Jakarta:	PT.	Sinar	Grafik,	1993),	hal.	238.
15 Lihat P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djam-

batan, 2009), hal. 28-29.
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No Jenis Badan 
Hukum

Bentuk Badan 
Hukum Definisi Tujuan dan

orientasi Contoh

1. Badan Hu-
kum Publik

Badan Hukum 
Publik yang 
otonom

institusi yang 
memiliki
hak dan kewajiban
konstitusi serta 
memiliki otoritas 
pengawasan dan 
regulasi secara 
penuh,

Perlindungan 
masyarakat baik
terhadap keru-
gian
ekonomi maupun
potensi gangguan
kamtibmas

Kementerian2
Bank Indone-
sia
Kejagung
Polri, BIN dan
BKPM

Badan Hukum 
Publik semi-
otonom

institusi indepen-
den yang mem-
punyai hak dan 
kewajiban konsti-
tusional untuk 
menye-lenggarakan 
program-program 
negara

Pelayanan dan
pemberdayaan
masyarakat,

PTN, BPS
BKKBN dan
sejenisnya

Badan Hukum 
wali amanat

badan independen 
yang
dipercaya UU 
untuk
menyelenggarakan 
sistem jaminan 
sosial dan kelola 
dana amanah milik 
peserta

Perlindungan
sosial terhadap
risiko-risiko sosial 
ekonomi

DJSN
BPJS-BPJS

2. Badan Hu-
kum Privat

Perseroan 
Terbatas

Badan usaha yang
dibentuk dengan-
kum-pulan modal 
baik milik pemerin-
tah maupun orang 
per orang

Komersial / laba Persero negara
Persero swasta

Koperasi kumpulan anggota 
yang
dibentuk untuk 
usaha
bersama yang 
dibiayai
dari iuran anggota

Memperoleh sisa
hasi usaha untuk
kesejahteraan
anggota

Koperasi2
konsumsi dan
simpan pinjam

Yayasan kumpulan orang 
per orang yang 
dibentuk untuk 
misi sosial dan 
kemanusiaan

Fungsi kontrol
sosial

LSM

Perorangan seseorang yang me-
nawarkan jasa kar-
ena kompetensinya

Bisnis dan hal lain Dokter praktek
dan pengacara

Sumber: Bambang Purwoko DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional)16

16 Bambang Purwoko, Memahami ..., hal. 12.
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C. Badan hukum sebagai subyek hukum

Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Al-
lah berdasarkan ketentuan hukum syara. Perbuatan yang dibebani hukum da-
lam	ushul	fiqh	dikenal	dengan	istilah	mukalaf.	Subjek	hukum	terdiri	dari	dua	
macam yaitu manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum, dalam rukun 
akad, kedua subjek hukum tersebut berkedudukan sebagai aqidain. Namun 
agar aqidain dapat mengadakan bisnis secara sah, maka harus memenuhi syarat 
kecakapan (ahliyah) dan kewenangan (wilayah) bertindak di hadapan hukum.17 

Menurut teori tradisional, subyek hukum adalah orang yang merupakan 
subyek dari suatu kewajiban hukum atau suatu hak. Jika ”hak” (Berechtigung) 
dipahami	bukan	semata	sebagai	hak	refleks,	melainkan	wewenang	hukum	un-
tuk mendesak (melalui gugatan hukum) dipenuhinya gugatan hukum, yakni 
wewenang hukum untuk berpartisipasi dalam penciptaan keputusan penga-
dilan yang membentuk sebuah norma individual yang memerintahkan ekse-
kusi sanksi sebagai reaksi terhadap tidak dipatuhinyasuatu kewajiban; dan jika 
seseorang mempertimbangkan bahwa subyek dari wewenang hukum untuk 
menciptakan atau menerapkan norma hukum sama sekali tidak selalu disebut 
sebagai hukum, maka akan lebih mudah untuk membatasi konsep ”subyek hu-
kum” pada subyek kewajiban hukum dan untuk membedakan antara konsep 
”subyek kewajiban hukum”dari konsep” subyek wewenang hukum”.18

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: 
“Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berba- badan usaha yang berba-
dan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendu-
kung hak dan kewajiban.” 

Secara garis besar, ada dua macam subyek hukum, pertama, Natuurlijk per-
son, adalah mens person yang disebut orang atau manusia. Kedua, recht person, 
adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam: (1) Publiek 
Recht-person, yang sifatnya ada unsur kepentingan umum, seperti negara; (2) 
Privat Recht-person/ Badan hukum privat, yang mempunyai sifat/adanya us-
nur kepentingan individual.19

17 Burhanudin S, Hukum Bisnis.., hal. 3.
18 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, (Bandung: Nusa Media, 2011), 190.
19 R. Soeroso, Pengantar Ilmu ..., hal. 228.
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Berkaitan badan hukum sebagai subyek hukum, setidaknya ada empat teori 
mengenai keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum:

a.	 Teori	fiksi	(F.C.	von	Savigny,	C.W.	Opzoomer	dan	Houwing).
 Menurut teori ini badan hukum dianggap buatan negara, sebenarnya 

badan hukum itu tidak ada, hanya orang yang menghidupkan baya-
nganya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang 
membuat berdasarkan hukum. Jadi merupakan orang buatan hukum 
atau	”peson	ficta”.20

b. Teori kekayaan tujuan (A.Brinz dan EJJ van derHeyden).
 Menurut teori ini kekayaan badan hukum itu kekayaan seseorang, 

tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya (Zweekvermogen). Tiap hak 
tidak ditentukan oleh suatu subyek tetapi ditentukan oleh suatu tujuan. 
Menurut teori ini hanya manusialah yang bisa menjadi subyek hukum 
dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu. Dalam 
teori A,Brinz hanya dapat nenerangkan dasr yuridis dan yayasan.21

c. Teori organ atau teori peralatan atau kenyataan (Otto von Gierke).
 Menurut teori ini badan hukum adalah sesuatu yang sungguh-sung-

guh ada didalam pergaulan yang mewujudkan kehendaknya dengan 
perantaraan alat-alatnya (organ)yang ada padanya (pengurusnya), jadi 
bukanlah	sesuatu	fiksi	 tapi	merupakan	makhluk	yang	ada	sungguh-
sungguh secara abstrak dari kontruksi yuridis.22

d. Teori milik kolektif atau popriete Collectief (W.L.P.A.Molengraff dan 
marcel planiol). Dalam teori ini badan hukum ialah harta yang tidak 
dapat dibagi-bagi dari anggota-anggota secara bersama-sama. Hak/
kewajiban badan hukum pada hakikatnya dalam hak/kewajiban para 
anggota bersama-sama, oleh karenanya badan hukum hanyalah kon-
struksi yuridis, jadi pada hakikatnya abstak.23

e. Teori Duguit.
 Sesuai dengan ajarannnya tentang fungsi sosial maka juga dalam teori 

ini Duguit tidak mengakui badan hukum sebagai subyek hukum tetapi 

20 Ibid., 243.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid., h. 243-244.
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hanya fungsi-fungsi sosial yang harus dilaksanankan. Manusia sajalah 
sebagai subyek hukum, lain dari pada manusia tidak ada subyek hu-
kum.24

f. Teori Eggens.
 Dalam teori ini badan	hukum	adalah	suatu	”hulpfiguur”,	karena	ada-

nya diperlukan dan dibolehkan hukum, demi untuk menjalankan hak-
hak dengan sewajarnya (behoorlijk). Bahwa dalam hal-hal tertentu keper-
luan itu dirasakan, oleh karena hukum hendak memperlakukannnya 
sesuatu romongn orang yang besama-sama mempunyai kekayaan dan 
tujuan tertentu sebagai suatu kesatuan, karena seseorang subyek hu-
kum (manusia) tidak dapat (brewenag) sendiri-sendiri bertindak da-
lam rangkaian peristiwa-peristiwa hukum itu.25

D. Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum
1. Definisi Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga keuangan (financial Institution) adalah suatu perusahaan yang 
usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilaku-
kan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah 
penghimpunan dana, menyalurkan dan/jasa-jasa keuangan lainnya. Dalam 
dunia bisnis,lembaga keuangan memiliki fungsi sangat penting, terutama se-
bagai lembaga intermediasi (financial intermediary) diantara para pemilik modal 
dengan pihak lain yang membutuhkannya. Hubungan antara semua pihak 
yang terkait dengan lembaga keuangan, harus dibentuk atas dasar kontrak per-
janjian atau perikatan.26

Berdasarkan	definisi,	kriteria	dan	teori-teori	badan hukum yang telah di-
uraikan di atas, maka Lembaga Keuangan Syariah merupakan badan hukum 
dan sekaligus subyek hukum yang wajib mengeluarkan zakat sebagai badan 
usaha. 

2. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga keuangan syariah mempunyai berbagai bentuk, yaitu:

24 Ibid., h. 244.
25 Ibid.
26 Burhanudin S, Hukum Bisnis..,, hal. 108.
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a.  Bank syariah 

Menurut (pasal 1 angka 2) Undang-undang perbankan syariah No.21 
tahun 2008, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit/bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan tarif hidup rakyat. Sedangkan bank yang menjalankan 
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut bank syariah (pasal 
1 angka 7). Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan 
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah (pasal 1 
angka 12).27

b. Asuransi Syariah (takaful)

Menurut fatwa tentang pedoman umum asurasi syariah No. 21/DSN-
MUI/X/2001, pengertian Asuransi Syariah (ta’min,takful,tadhamun) 
adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah 
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru’ yang 
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui 
akad(perikatan) yang sesuai dengan syariah.28

c. Pasar modal syariah 

Menurut Undang-Undang pasar modal No.8 Tahun 1995, pengertian 
pasar modal ialah ”kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum 
dan perdagangan efek yang diterbitkannya,serta lembaga dan profesi yang 
berkaitan dengan efek”  (pasal 1 angka 13). Pasar modal adalah tempat 
bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam 
rangka mendapatkan modal. Lembaga pasar modal yang menjalankan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat disebut sebagai 
pasar modal syariah.29

d. Pegadaian Syariah

Dalam	fiqh	muamalah,	perjanjian	gadai	disebut	rahn. Istilah rahn secara 

27 Lebih lanjut baca M. Nur Rianto Ali Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teo-
retis Praktis, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 98.

28 Burhanudin S, Hukum Bisnis ...,hal. 135.
29  Ibid., hal. 141.
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bahasa berarti ”menahan”. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk 
dijadikan jaminan utang. Sedangkan gadai menurut hukum syara’ adalah:

Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan 
syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh 
atau sebagian utang dari barang tersebut.

Istilah rahn memiliki akar yang kuat di dalam surat al-Mudtsir ayat 38:

Catatan kaki 5 
 

“           
    -        -  

            .   
             

             
       ”.  

 
 
 
 

      

              
   

 
 

              
             

   . 
 

 
 

            
   . 

 
 
 

 ":"      :    :
       ":     " :

. 
 
 
 
 
 
 

Tiap diri terikat (tergadai) dengan apa yang telah diperbuatnya.

e. Lembaga pembiayaan 

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau  barang modal dengan 
tidak menarik dana atau barang modal dengan tidak menarik barang secara 
langsung dari masyarakat. Menurut peraturan menteri keuangan No.84/
PMK.012/2006, badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan 
bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk 
lembaga pembiayaan disebut perusahaan pembiayaan.     

f. Dana pensiun 

Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan 
oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun, yaitu suatu 
pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta dengan cara 
ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program 
pensiun . pembayaran tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.  
Menurut undang-undang No. 11 tahun 1992, pengertian dana pensiun 
adalah badan hukum yang menjanjikan manfaat pensiun.30

E. Ketentuan Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum

Melihat	definisi	dan	macam-macam	Lembaga	Keuangan	Syariah	di	atas,	
maka sudah sangat cukup untuk dikategorikan sebagai muzakki, karena selain 
sebagai subyek hukum, ia juga sebagai bentuk badan hukum yang bergerak 
dalam bidang usaha yang profitable atau mengahsilkan dan mengembangkan 
modal. Pada dasarnya lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut merupa-

30  Ibid. hal. 200.
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kan perusahaan yang bergerak di bidang permodalan dan jasa keuangan lain-
nya.

Shahaddin Zaim menjelaskan mengenai kewajiban zakat perusahaan atau 
badan hukum:

“The position with regard to the liability of the company issuing shares, to 
pay Zakah in respect of its net assets, in addition to the share holders paying 
Zakah in respect of shares in their hands, is, however, unclear. One view is 
that a company is a judicial person in its own right, distinct from the person of 
the shareholder, and that the payment of Zakah by him in respect of the shares 
he holds as a store of value, or goods for trade, does not absolve the company 
of its own distinct liability to pay Zakah in respect of its own net assets. The 
other view is that charging Zakah both from the shareholders in respect of 
their shares, as also from the company in respect of its net assets, may appear 
to amount to charging Zakah in respect of the same asset twice, within the 
same Zakah year, which is not permissible. This area may also need some more 
deliberation.”31

Berkaitan dengan badan hukum sebagai muzakki, dalam hal ini Undang-
Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 1 ayat (3) 
menyebutkan bahwa: “Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang 
muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Hal ini juga disebutkan dalam Un-
dang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 1 ayat 
(5) yang menyebutkan bahwa: “Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha 
yang berkewajiban menunaikan zakat”. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Ekono-
mi Syariah pasal 675 ayat (2) juga disebutkan bahwa: “Muzaki adalah orang atau 
lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.”

Berdasarkan pemikiran dan landasan hukum di atas, maka sudah sangat 
jelas bahwa badan hukum termasuk Lembaga Keuangan Syariah juga termasuk 
muzakki atau pihak yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. 
Hal ini karena badan hukum juga mempunyai ahliyatul adâ’ dan ahliyatul wu-
jûb. Badan hukum yang wajib zakat adalah badan hukum yang menjalankan 
usaha. Setidaknya ada lima bentuk usaha yang biasa dijalankan seuatu badan 
hukum, yaitu:
a. Bidang industri. Misalnya pabrik radio, tv, motor, mobil, tekstil, dan lain-

lain.

31 I.A. Imtiazi, et. all., Management of  Zakah in Modern Moslem Society, (second edition), 
(Karachi: Islamic Development  Bank, 2000), h.  16.
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b. Bidang perdagangan. Misalnya agen, makelar, toko besar, toko kecil, dan 
lain-lain.

c. Bidang jasa. Misalnya konsultan, penilai, akuntan, biro perjalanan, perho-
telan, dan lain-lain.

d. Bidang agraris. Misalnya pertanian, peternak, perkebunan, dan lain-lain.
e. Bidang ekstraktif. Misalnya pertambangan, penggalian, dan lain-lain.32

1. Definisi zakat badan hukum

Zakat secara etimologi berarti berkembang dan bertambah. Zakat juga ber-
arti	suci,	sebagaimana	firman	Allah	dalam	surat	al-Syams	ayat	9:	
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 “Maka janganlah kamu mengatakan di-
rimu suci”, maksudnya janganlah engkau memuji dirimu sendiri.33 Jadi makna 
zakat pada dasarnya adalah suci, berkembang, berkah dan terpuji.34

Secara etimologi zakat adalah sebutan untuk suatu yang dikeluarkan un-
tuk mensucikan harta atau diri manusia dengan cara tertentu.35 Al-Shawi da-
lam kitabnya Hasyiyah al-Shâwî ‘ala al-Syarh al-Shaghîr menyatakan:
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“Mengeluarkan suatu harta tertentu dari bagian harta tertentu yang telah 
mencapai satu nishab, apabila harta tersebut menjadi milik sepenuhnya bagi 
seseorang dan telah mencapai setahun selain pertanian dan barang tam-
bang.36
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36 Al-Shawi,  Hasyiyah al-Shâwî ‘ala al-Syarh al-Shaghîr, (Digital Library, Maktabah  Syâmi-
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Menurut al-Qaradhawi zakat secara syara’ adalah bagian tertentu dari 
harta yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada para mustahiq.37 Zakat se-
cara syara’ dinamakan zakat karena dengan zakat dapat berkembang dengan 
berkah dan membersihkan diri seseorang dengan ampunan.38

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 
(2) menyebutkan bahwa: “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang 
muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan 
agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.” Sedangkan pada 
undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 
(2) disebutkan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 
muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 
sesuai dengan syariat Islam.“ sementara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES)	tahun	2008	mendefinisikan	zakat	pada	pasal	675	ayat	(1)	“Zakat	adalah	
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lah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005), III/63.
37 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakah, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 

2005), I/47.
38 Qasim bin Abdullah bin Amîr  ‘Ali al-Qunuwî, Anîs al-Fuqahâ’, (Digital Library, Makta-

bah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005), I/130. 
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a. Dasar hukum dari al-Quran

1) Surat al-Baqarah ayat 267:
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“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluar-
kan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-
buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak 
mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. 
dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

2) Surat al-Taubah ayat 103:
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“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mem-
bersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesung-
guhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah 
Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Bila dianalisa, dalil-dalil di atas dapat dikategorikan dalil umum atau muj-
mal.39 Ayat 267 Surat al-Baqarah menggunakan kata 
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Bila dianalisa, dalil-dalil di atas dapat dikategorikan dalil umum atau 

mujmal.39 Ayat 267 Surat al-Baqarah menggunakan kata أَنْفِقُوا (infakkanlah) yang 

berarti masih umum. Infaq pada dasarnya bermakna memanfaatkan atau 

menasharrufkan harta.40 Meskipun mengggunakan kata أَنْفِقُوا, namun menurut al-

Thabarî kata tersebut maksudnya perintah untuk zakat. Dalam hal ini al-Thabarî 

menyatakan: 

، حدثنا عبد االله: ، زكُّوا وتصدقوا، كما حدثني المثنى، قال"أنفقوا:"ويعني بقوله
" أنفقوا من طيبات ما كسبتم:"حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: قال

  .تصدَّقوا: يقول
Sementara mengenai ta’wil kata “من طيبات ما كسبتم” lebih lanjut al-

Tahabari menyatakan: 

كوا من ز: يعني بذلك جل ثناؤه}مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ { : القول في تأويل قوله 
ويعني  .من الذهب والفضة -إما بتجارة، وإما بصناعة -طيّب ما كسبتم بتصرُّفكم

زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالا وأعطوا في : ، الجياد، يقول"الطيبات"ب
 .زكاتكم الذهبَ والفضة، الجيادَ منها دون الرديء

Sementara ayat kedua, menunjukkan lebih spesifik, yaitu menggunakan 

kata صدقة  yang berarti zakat. Qorinah-nya adalah lafazh تطهرهم وتزكيهم بها. Artinya 

ayat ini lebih khusus, karena menunjukkan perintah untuk mengambil zakat, 

sementara zakat tidak dapat diambil dari setiap orang mukmin secara umum. Ada 

bantasan yang membuat ayat ini berarti khusus, yaitu zakat diambil dari orang 

mukmin yang mempunyai harta yang wajib dizakati, jumlahnya minimal satu 

                                                        
39 Mujmal yaitu, suatu ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang masih umum, tidak ada 

batasan dan tidak menunjukkan pada suatu secara spesifik dan tidak  tertentu. Lafazh Mumal 
hakikatnya tidak dapat diketahui kecuali dengan qorinah atau penjelas. Dalam kitab al-Mu’tamad 
disebutkan: 

 المجمل هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه ولا يلزم عليه
(Abu al-Husain al-Bashrî,al-Mu’tamad  fî Ushûl al-Fiqh, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah 
al-Ishdâr al-Tsânî, 2005),  I/293. Lihat juga Anonim, Hasyiyah al-‘Aththar ‘ala Syrah al-Jalâl al-
Mahallî ‘ala Jam’i al-Jawâmi’, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005),  
VI/90. 

40 Dalam hal ini Ibnu Manzhur menyatakan: 
 .الإنْفَاقِ أَي خشية الفناء والنَّفَاد وأَنْفَقَ المال صرفه

Ibnu Manzhûr al-Afriqî al-Mishrî, Lisan al-‘Arab..X/357. 
41 Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsir bin Ghâlib al-Amalî Abû Ja’far al-Thabarî, 

Jami’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Quran, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 
2005),  V/555. 

42 Ibid. 
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39 Mujmal yaitu, suatu ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang masih umum, tidak 
ada	batasan	dan	tidak	menunjukkan	pada	suatu	secara	spesifik	dan	tidak		tertentu.	Lafazh	
Mumal hakikatnya tidak dapat diketahui kecuali dengan qorinah atau penjelas. Dalam kitab 
al-Mu’tamad disebutkan:
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Jami’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Quran, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 
2005),  V/555. 

42 Ibid. 

(Abu al-Husain al-Bashrî,al-Mu’tamad  fî Ushûl al-Fiqh, (Digital Library, Maktabah  
Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005),  I/293. Lihat juga Anonim, Hasyiyah al-‘Aththar ‘ala 
Syrah al-Jalâl al-Mahallî ‘ala Jam’i al-Jawâmi’, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ish-
dâr al-Tsânî, 2005),  VI/90.

40  Dalam hal ini Ibnu Manzhur menyatakan:
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al-Thabarî kata tersebut maksudnya perintah untuk zakat. Dalam hal ini al-
Thabarî menyatakan:
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Jami’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Quran, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 
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42 Ibid. 

 lebih lanjut al-
Tahabari menyatakan:

   :}   {   :   
  -    -   .  

""   :        
     .  

 
 
 

              
  -    -     -    -   

     -     -  »     
     « 

 
 
 

              
   -    -       -   
  -  »       « 

 
 
 

              -       - 
                      

 -            -     -   - 
  »       .               

                    
                   

      «
 

                         

42

Sementara	 ayat	 kedua,	menunjukkan	 lebih	 spesifik,	 yaitu	menggunakan	
kata 

18 
 

Bila dianalisa, dalil-dalil di atas dapat dikategorikan dalil umum atau 

mujmal.39 Ayat 267 Surat al-Baqarah menggunakan kata أَنْفِقُوا (infakkanlah) yang 

berarti masih umum. Infaq pada dasarnya bermakna memanfaatkan atau 

menasharrufkan harta.40 Meskipun mengggunakan kata أَنْفِقُوا, namun menurut al-

Thabarî kata tersebut maksudnya perintah untuk zakat. Dalam hal ini al-Thabarî 

menyatakan: 

، حدثنا عبد االله: ، زكُّوا وتصدقوا، كما حدثني المثنى، قال"أنفقوا:"ويعني بقوله
" أنفقوا من طيبات ما كسبتم:"حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: قال

  .تصدَّقوا: يقول
Sementara mengenai ta’wil kata “من طيبات ما كسبتم” lebih lanjut al-

Tahabari menyatakan: 

كوا من ز: يعني بذلك جل ثناؤه}مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ { : القول في تأويل قوله 
ويعني  .من الذهب والفضة -إما بتجارة، وإما بصناعة -طيّب ما كسبتم بتصرُّفكم

زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالا وأعطوا في : ، الجياد، يقول"الطيبات"ب
 .زكاتكم الذهبَ والفضة، الجيادَ منها دون الرديء

Sementara ayat kedua, menunjukkan lebih spesifik, yaitu menggunakan 

kata صدقة  yang berarti zakat. Qorinah-nya adalah lafazh تطهرهم وتزكيهم بها. Artinya 

ayat ini lebih khusus, karena menunjukkan perintah untuk mengambil zakat, 

sementara zakat tidak dapat diambil dari setiap orang mukmin secara umum. Ada 

bantasan yang membuat ayat ini berarti khusus, yaitu zakat diambil dari orang 

mukmin yang mempunyai harta yang wajib dizakati, jumlahnya minimal satu 

                                                        
39 Mujmal yaitu, suatu ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang masih umum, tidak ada 

batasan dan tidak menunjukkan pada suatu secara spesifik dan tidak  tertentu. Lafazh Mumal 
hakikatnya tidak dapat diketahui kecuali dengan qorinah atau penjelas. Dalam kitab al-Mu’tamad 
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VI/90. 

40 Dalam hal ini Ibnu Manzhur menyatakan: 
 .الإنْفَاقِ أَي خشية الفناء والنَّفَاد وأَنْفَقَ المال صرفه

Ibnu Manzhûr al-Afriqî al-Mishrî, Lisan al-‘Arab..X/357. 
41 Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsir bin Ghâlib al-Amalî Abû Ja’far al-Thabarî, 

Jami’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Quran, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 
2005),  V/555. 

42 Ibid. 
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ayat ini lebih khusus, karena menunjukkan perintah untuk mengambil zakat, 
sementara zakat tidak dapat diambil dari setiap orang mukmin secara umum. 
Ada bantasan yang membuat ayat ini berarti khusus, yaitu zakat diambil dari 
orang mukmin yang mempunyai harta yang wajib dizakati, jumlahnya mini-
mal satu nisab, harta tersebut dimiliki lebih dari setahun (kecuali rikaz dan 
pertanian), harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok dan 
batasan-batasan lain. Namun demikian, keumuman mengenai jumlah orang 
yang memiliki harta masih saja berlaku, artinya, apakah harta dimiliki bersama 
atau milik perseorangan tetap dikenakan wajib zakat. 

b. Dasar hukum dari al-Sunnah

1) Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik:
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2) Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik:
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Pada dasarnya hadis-hadis di atas berkaitan tentang zakat 
perkongsian (syirkah) pada kepemilikan binatang ternak, namun 
hal ini dapat diterapkan pada zakat perkongsian kepemilikan 
harta kekayaan lainnya, termasuk saham badan hukum atau 
perusahaan. Kepemilikan harta yang profitable atau bertujuan untuk 
mengembangkan harta dan mencari keuntungan dari modal, wajib 
dizakati sebagaimana kepemilikan binatang ternak. 

c. Dasar hukum dari undang-undang

1) Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 
pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Zakat adalah harta yang wajib 

43  Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukharî, Shohih al-Bukhârî (Digital Library, 
Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005),  V/435, hadis No. 1450; Abu Daud, Sunan 
Abu Daud, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005), V/97, hadis No. 
1570; Al-Nasâ’î, Sunan al- Nasâ’î. (Digital Library, Maktabah Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 
2005), V/20, hadis No. 2446; Al-Turmudzî, Sunan al-Turmudzî. (Digital Library, Maktabah  
Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005), III/65, hadis No. 624; Ibnu Mâjah, Sunan Ibni Mâjah, 
(Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005), V/463, hadis No. 1879; lihat 
juga Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr 
al-Tsânî, 2005), I/76, hadis No. 73. 

44 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukharî, Shohih al-Bukhârî (Digital Li-
brary, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005),  V/437, hadis No. 1451; Abu Daud, 
Sunan Abu Daud, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005), V/96, 
hadis No. 1569; lihat juga Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Digital Library, Maktabah  
Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005), X/263, hadis No. 4735. 
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disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang mus-
lim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak 
menerimanya.” Dan pasal 11 ayat (2) yang menyatakan:

“Harta yang dikenai zakat adalah: a) emas, perak dan uang; b) perda-
gangan dan perusahaan; c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil 
perikanan; d) hasil pertambangan; e) hasil peternakan; f) hasil pendapatan 
dan jasa; g) rikaz;”

2) undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada 
pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib 
dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan ke-
pada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.“ Pasal 4 
ayat (2) menyatakan: 
“Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) emas, perak, 
dan logam mulia lainnya; b) uang dan surat berharga lainnya; c) pernia-
gaan; d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e) peternakan dan peri-
kanan: f) pertambangan; g) perindustrian; h) pendapatan dan jasa; dan i) 
rikaz.”

d. Dasar hukum KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tahun 2008 
mendefinisikan	zakat	pada	pasal	675	ayat	(1)	“Zakat adalah harta yang 
wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”Pasal 680 menyatakan: 
“Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi 
syarat.” Pasal 681 menyatakan: “Zakat dikenakan juga pada produk lembaga 
keuangan syari’ah, baik bank maupun non-bank, yang ketentuannya disesuaikan 
menurut akad masing-masing produk.” Pasal 685 menyatakan: “Yang 
berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum.”

3. Syarat zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai badan hukum

a. Syarat Badan Hukumnya

1) Badan hukum yang wajib zakat merupakan tempat bekerja orang-
orang yang beragama Islam, atau setidaknya sebagian besar yang 
bekerja adalah orang Islam.
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2) Badan hukum yang wajib zakat merupakan badan hukum yang men-
jalankan usaha yang profitable dan berkembang. Hal ini sesua dengan 
persyaratan zakat yang disebutkan dalam Ensiklopedi Fiqih:
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1 Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, al-Mausû’ah al-

Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-
Tsânî, 2005), II/8172. 

2 Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islami ..., III/163. 
3 Ibid., III/1 . 
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3) Usaha yang dijalankan oleh badan hukum tersebut merupakan 
usaha yang halal;

4) Badan hukum tersebut tidak memiliki hutang yang apabila dibayar, 
maka asetnya tidak sampai satu nisab. Persyaratan ni berdasarkan 
pendapat ulama Hanbaliyah:
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2 Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islami ..., III/163. 
3 Ibid., III/1 . 
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 Wahbah al-Zuhailî menambahkan bahwa apabila aset yang ada di-

45 Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, al-Mausû’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, 
(Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005), II/8172.

46 Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islami ..., III/163.
47 Ibid., III/171.
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gunakan untuk membayar hutang sisa harta tidak mencapai satu 
nisab, sementara tidak ada harta lain yang dapat digunakan untuk 
membayar hutang, maka tidak wajib zakat. Al-Zuhailî menyatakan:
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4 Ibid. 
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8 Ibid. 
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	 Sementara	Imam	Syafi’î	dalam	qoul	jadîd	sebagaimana	dikutip	al-
Zuhailî berpendapat bahwa meskipun hutang itu besar sehingga 
bila harta digunakan untuk membayar maka sisanya tidak mencu-
kupi satu nisab pemiliknya tetap wajib membayar zakat:
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b. Syarat yang berkaitan dengan harta

Dalam Ensiklopedi Fiqih dijelaskan mengenai syarat-syarat zakat:
1) Harta dimiliki oleh pihak (perorangan atau badan hukum) yang 

jelas, maka tidak diwajibkan atas harta yang tidak ada pemiliknya 
yang jelas;
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4 Ibid. 
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6 Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, al-Mausû’ah al-

Fiqhiyah ..., II/8167. 
7 Ibid., II/8173. 
8 Ibid. 

48 Ibid.
49 Ibid., III/172.
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2) Kepemilikan sebagaimana disebut diatas merupakan kepemilikan 
yang mutlak.
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4 Ibid. 
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6 Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, al-Mausû’ah al-

Fiqhiyah ..., II/8167. 
7 Ibid., II/8173. 
8 Ibid. 
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3) Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. 
Syarat ini merupakan persyaratan yang dikemukakan oleh ulama 
Hanafiyah.	 Berdasarkan	 hal	 ini,	 para	 ulama	mengatakan,	 ‘Tidak	
ada zakat untuk kitab referensi yang digunakan oleh pemiliknya 
atau bukan pemiliknya, meskipun nilainya melebihi satu nishab. 
Demikian pula, tidak ada zakat untuk rumah yang ditinggali, pera-
bot rumah, hewan tunggangan, dan semacamnya.
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6 Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, al-Mausû’ah al-

Fiqhiyah ..., II/8167. 
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8 Ibid. 
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4) Harta tersebut berada dalam kepemilikan badan usaha telah ber-
langsung selama satu tahun qomariyah atau tahun hijriyah.   
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9 Ibid., II/8174. 
10 Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islami .., III/160. 
11 Ibnu Mâjah, Sunan Ibni Mâjah, (Digital Library, Maktabah  

Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005), V/440, hadis No. 1864; lihat juga Abu 
Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqî, Sunan al-Baihaqî, (Digital 
Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005),  II/56, hadis No. 7524. 
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5) Harta tersebut harus mencapai satu nisab;

4. Nisab dan haul zakat badan hukum

Berkaitan dengan nishab zakat badan hukum atau perusahaan, Yusuf 
Qardhawi menyatakan:
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Menurut pemikiran Yusuf Qardhawi, jika diambil dari pendapat yang 
melihat saham sesuai dengan jenis perusahaan dagangnya, di mana sa-
ham merupakan bagian dari modal perusahaan, maka ia lebih cenderung 
menyamakan perusahaan-perusahaan itu (apa pun jenisnya) layaknya 
individu-individu. Perusahaan-perusahaan industri atau semi industri 
yang dimaksudkan adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya ter-
letak dalam perlengkapan, alat-alat, gedung-gedung, dan perabot, se-

2005), V/440, hadis No. 1864; lihat juga Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqî, 
Sunan al-Baihaqî, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 2005),  II/56, hadis No. 
7524.

55 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakah, (Digital Library, Maktabah  Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî, 
2005), I/456.
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perti percetakan, pabrik, hotel, kendaraan angkutan, taksi dan lain-lain 
zakatnya tidak diambil dari saham-sahamnya, namun diambil dari ke-
untungan bersihnya sebesar 10 %. Sedangkan perusahaan perdagangan, 
yaitu perusahaan yang kebanyakan modalnya terletak dalam bentuk 
barang yang diperjual-belikan dan materinya tidak tetap, maka zakat-
nya diambil dari sahamnya, sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, 
ditambah dengan keuntungannya. Oleh karena itu, zakatnya sekitar 2.5 
%, setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham, dikeluarkan. Hal 
ini sesuai dengan pendapat beliau mengenai harta perdagangan yaitu, 
bahwa zakatnya wajib atas modal yang bergerak. Perlakuan terhadap 
perusahaan-perusahaan dagang ini sama dengan perlakuan terhadap 
toko-toko dagang yang dimiliki perorangan.56

Yusuf Qaradhâwî berpendapat bahwa nisab zakat profesi atau perusahaan 
yang	profitable	adalah	senilai	dengan	85	gram	emas.	Sementara	ukuran	zakat-
nya adalah 2,5 %. Sementara Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin ketika 
menjawab mengenai zakat perusahaan beliau menyatakan:

 “…… berusahaan-persahaan yang bergerak dalamindustri perdagangan 
wajib padanya zakat perdagangan. Dan tidak wajib pada alat-alat, perangkat 
keras, mobil, bangunan, peralatan yang ingin digunakan dan tidak ingin dijual 
untuk mengambil keuntungan. Atas dasar ini, maka cara menghitung zakat di 
akhir tahun adalah bahwa dihitung apa yang ada dalam simpanan perusahaan 
yang telah dibeli dan bertujuan untuk dijual… semua itu ditambah uang tunai 
yanga da di perusahaan atau yang engkau simpan di bank. Ditambah lagi de-
ngan piutang yang ada di tangan manusia yang engkau harapkan bisa ditagih. 
Kemudian engkau keluarkan zakatnya sebanyak 2,5 %.”57 

Berkaitan dengan nisab zakat badan hukum sebagaimana disebutkan da-
lam pasal 685 KHES 2008, dijelaskan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 686 
yang menyatakan:

(1) Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian 
dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.

56 Diterjemahkan oleh Ririn Fauziyah dalam, Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai 
Zakat Saham dan Obligasi, dalam Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, (Malang: Unit  pe-
nelitian, penerbitan dan pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim ), Vol. 2, No. Juni 2011, hal. 166.

57 Syaikh Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimin, Fatwa tentang Zakat Perusahaan, alih ba-
hasa Muhammad Iqbal Ghazali, (islamhouse.com, 2009), hal. 4.
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(2) Besarnya nishab sama dengan besarnya nishab pada zakat barang yang 
memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.

Mengenai ukurannya, dinisbahkan pada zakat perdagangan, yaitu 2,5%. 

Subyek hukum karena memiliki ahliyatul Ada’ dan ahliyatul wujub. 

F. Penutup

Melihat	definisi	dan	macam-macam	dan	bentuk	Lembaga	Keuangan	Sya-
riah di atas, maka Lembaga Keuangan Syariah harus dizakati. Kewajiban zakat 
bagi LKS ini karena ia sebagai subyek hukum dan sekaligus sebagai badan usa-
ha	yang	profitable.	

Mengenai ketentuan zakat LKS, maka berlaku ketentuan yang berlaku 
pada badan hukum lainnya. Jadi syarat, nisab, haul dan ukuran zakat Lembaga 
Keuangan Syariah mengikuti ketentuan yang berlaku pada badan hukum seba-
gaimana yang telah dijelaskan di atas.
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